PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR §
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/
XI1/2014 tanggal 26 Mei 2015, perlu merubah tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih  dari
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan
Informatika dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,
07/PRT/M/2009, 19/PER/M.Kominfo/03/2009
dan 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pembangunan, Penataan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18
Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PPNS Daerah) (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 14);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9
342-9/2016, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 68

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan
dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

(1) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional
pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 dengan komponen biaya sebagai berikut :

a. transportasi;
b. uang harian;dan
c. alat tulis kantor.

(2) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar harga satuan
yang ditetapkan Bupati.

Pasal 69B

Masa retribusi merupakan jangka waktu subyek retribusi untuk
mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Retribusi
Pasal 69

(1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis
pelayanan.

(2) Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  sebesar
Rp.3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah).

(3) Besarnya retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaitkan
dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi.

4. Ketentuan angka 12 Lampiran dihapus.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5\ JUA 207

BUPATI M KERTO,

‘

MUSTOFA ASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal %\ juii 20()

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Y SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR ]

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR : 165-2/2017



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/ XII/2014
tanggal 26 Mei 2015, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasan Pasal tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal
tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 yang menetapkan
besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) per tahun dari nilai jual
obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak
Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Pasal 124 Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat
diterapkan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7
Tahun 2014 perlu diubah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di
atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR |



